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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 

selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya 

kepada Tuhanmulah engkau berharap” 

(Q.S Al-Insyirah : 6-8) 

 

 

 
“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi 

kamu menyenangi sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, 

sedangkan kamu tidak mengetahui.” 

(Q.S Al-Baqarah : 216) 
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ABSTRAK 

 
Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Status Justice 

Collaborator Kontraktor Dinas PUPR Musi Banyuasin Pada Tindak Pidana 

Korupsi (Studi Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg).” Adapun yang 

melatarbelakangi penulisan skripsi ini karena kasus tindak pidana korupsi yang 

merupakan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Aparat penegak hukum 

mengalami berbagai kesulitan dalam mengungkap tindak pidana tersebut, berbagai 

upaya yang dilakukan salah satunya dengan hadirnya saksi pelaku yang bekerjasama 

atau Justice Collaborator. Namun dalam perlindungan dan permohonan status Justice 

Collaborator sering mendapat penolakan dari Majelis Hakim. Permasalahan yang 

diangkat dalam penulisan ini yaitu bagaimana perlindungan terhadap Justice 

Collaborator dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam 

dalam menolak status Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi pada putusan 

Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Justice 

Collaborator dan persyaratan menjadi seorang Justice Collaborator dalam tindak 

pidana korupsi yaitu pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang bersifat harus dipenuhi 

secara keseluruhan oleh pelaku tindak pidana. Penolakan status Justice Collaborator 

oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Suhandy sudah tepat karena terdakwa tidak 

memenuhi salah satu ketentuan yang terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011. 

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Justice Collaborator, Tindak Pidana 

Korupsi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum memiliki arti yang 

sangat penting bagi seluruh lini aspek kehidupan, sebagai landasan masyarakat 

berhubungan dengan masyarakat lain dalam bertingkah laku, serta hukum 

mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Semua tindakan warga negara tunduk 

pada hukum dalam setiap aspek memiliki aturan, peraturan, dan aturannya sendiri. 

Hukum memutuskan apa yang dilakukan dan apa yang dilarang. Hukum memiliki 

sifat fakultatif yaitu mengatur (aanvullend recht) dan sifat imperatif yaitu 

memaksa (dwingend recht).1 

Semua lingkup masyarakat diatur di dalam hukum memiliki aturan, ketentuan, 

dan peraturannya. Terdapat salah satu bidang hukum yaitu hukum pidana, hukum 

pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana 

bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi 

pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang 

pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.2 Bagi yang melanggar hukum pidana 

 

 
 

 

 
hlm 16. 

1 Fence M. Wantu, Pengantar Ilmu Hukum, Reviva Cendekia, Yogyakarta, 2015, hlm 4. 
2 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, 

 

1 



2 
 

 

 

 

 

 

dengan sengaja atau tidak dan berdasarkan dengan aturan hukum yang berlaku 

maka disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana atau dalam bahasa asli 

Belandanya adalah “strafbaar feit” yang dimana terdiri dari tiga suku kata yaitu, 

straft yang diartikan sebagai hukuman, baar yang diartikan sebagai dapat, dan feit 

yang diartikan sebagai kelakuan.3 Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) Hindia Belanda (Wetboek van Strafrecht) istilah “strafbaar feit” tidaklah 

dijelaskan secara jelas, namun para ahli hukum yang ada di Indonesia berusaha 

memberi arti dari istilah tersebut. Salah satu contoh dari tindak pidana yang sering 

terjadi yaitu tindak pidana korupsi. 

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sering terjadi hampir di 

berbagai negara, baik negara maju ataupun negara berkembang. Tindak pidana 

korupsi menjadi budaya hukum yang secara turun-temurun terjadi di masyarakat. 

Korupsi memiliki pengertian yang selalu berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman serta cara mengatasi dan memberantasnya pun harus 

mengikuti perkembangan zaman. Tindak pidana korupsi menyebabkan timbulnya 

krisis ekonomi, rusaknya nilai-nilai demokrasi dan nilai moralitas suatu bangsa. 4 

Korupsi telah merasuk pada seluruh lapisan kehidupan masyarakat secara 

terstruktur, sehingga menciptakan stigma negatif bagi negara dan bangsa 

 
 

3 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cet. 8, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm 

69. 
4 Rika Ekayanti, Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan 

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4 Nomor 1, 2015, Diakses 

melalui https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/64160 hlm. 138, Pada tanggal 18 Juli 2023, 
pukul 13.30 WIB. 

https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/64160%20hlm.%20138
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Indonesia di dalam masyarakat Indonesia.5 Istilah korupsi mulanya dari bahasa 

latin yaitu corruption atau coruptus yang disalin ke berbagai bahasa. Dalam bahasa 

Inggris korupsi yaitu corruption atau korruptie yang selanjutnya dalam bahasa 

Indonesia menjadi korupsi yang memiliki arti keburukan, kebusukan, ketidak 

jujuran, kebejatan, tidak bermoral, dapat disuap, penyimpangan6, sedangkan 

secara harfiah korupsi memiliki arti keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral dan 

penyimpangan. 

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan 

memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan membuat peraturan mengenai 

tindak pidana korupsi dan membentuk lembaga khusus yaitu KPK untuk melakukan 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan undang-undang yang 

berlaku, serta fungsi dari aparat penegak hukum lain dalam memusnahkan tindak 

pidana korupsi. Jika melihat di dalam Sejarah, peraturan Tindak Pidana Korupsi 

mengalami beberapa kali perubahan, yakni 7: 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.8 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

 

5 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan Penegakkan 

Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 1. 
6 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2001, hlm 7. 
7 Yurizal, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Malang, Media Nusa Creative, 2017, hlm 3. 
8 Tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Landasan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Tercantum dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi 

bahwa terdapat 30 bentuk ataupun jenis tindak pidana korupsi, selanjutnya 

disederhanakan menjadi tujuh kelompok besar, yaitu :9 

 

1. Kerugian negara 

 

2. Suap-menyuap 

 

3. Penggelapan dalam jabatan 

 

4. Pemerasan 

 

5. Perbuatan curang 

 

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 

 

7. Gratifikasi. 

 

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur di dalam Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 

 

 

 
 

9 Pusat Edukasi Anti Korupsi, Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi, 2018, Dapat diunduh 

melalui https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis- 

korupsi-ini, pada tanggal 22 Juli 2023 pukul 00.05 WIB. 

https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini
https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini
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Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.10 Dimana 

pengaturan dalam undang-undang yang diuraikan diatas memberikan pondasi yang 

kuat bagi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. KPK merupakan 

lembaga negara yang berdiri sendiri atau independen serta memiliki kebebasan 

untuk tidak terpengaruh pada pihak manapun. Latar belakang dibentuk KPK salah 

satunya disebabkan oleh aparat penegak hukum tidak tuntas dalam memberantas 

korupsi dan dalam proses penangananya dianggap berkepanjangan. 11 

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai white collar crime atau sebagai 

kejahatan kerah putih, dimana pihak yang bersangkutan adalah orang-orang yang 

terhormat dan berpendidikan tinggi.12 Berbeda dengan blue collar crime atau 

kejahatan jalanan, dimana pihak-pihak yang terlibat berada di tingkat bawah dengan 

kualitas rendah. Kejahatan kerah putih atau white collar crime dilakukan secara 

terorganisasi (organize crime) karena dilakukan oleh orang-orang yang memiliki 

intelektualitas yang tinggi serta melakukan kejahatan secara tersusun sedemikian 

rupa sehingga menyebabkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam 

mengungkap suatu kejahatan tersebut. White collar crime atau sebagai kejahatan 

kerah putih merupakan sebuah kecurangan yang sering dilakukan oleh seseorang 

 

10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi LN.2019/NO.197, TLN 

NO.6409 
11 Daniel Hendry Gilbert Waani, Kewenangan dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, Lex Crimen, Vol. IV Nomor 7, 2015, 

Dapat diunduh melalui https://www.neliti.com/id/publications/3356/kewenangan-dan-peranan-komisi- 

pemberantasan-korupsi-dalam-penyidikan-dan-penuntu, Pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 8.50 WIB. 
12 Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi, Jakarta, Sinar 

Grafika, 2013, hlm 1. 

https://www.neliti.com/id/publications/3356/kewenangan-dan-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-dalam-penyidikan-dan-penuntu
https://www.neliti.com/id/publications/3356/kewenangan-dan-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-dalam-penyidikan-dan-penuntu
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yang bekerja pada bidang pemerintahan atau swasta, yang mempunyai suatu 

kebijakan dan keputusan.13 

Kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime salah satunya yaitu tindak 

pidana korupsi, kejahatan luar biasa lainnya seperti terorisme, narkotika, dan 

perusakan lingkungan berat. Korupsi menyebabkan dampak kerusakan yang sangat 

besar dan meluas bagi masyarakat karena dapat merugikan keuangan negara yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya sosial masyarakat serta negara. 

Dengan kenyataan bahwa tindak pidana korupsi merupakan bagian kejahatan luar 

biasa, maka diperlukannya konsep extra ordinary treatment dalam mengungkapkan 

kasus tindak pidana korupsi oleh penegak hukum salah satunya dengan 

menggunakan Justice Collaborator. Pengertian Justice Collaborator terdapat pada 

Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 

Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK, dan Mahkamah Agung yaitu seorang saksi, 

yang merupakan pelaku, tetapi bersedia diajak untuk bekerjasama dengan Lembaga 

penegak hukum dalam rangka mengungkap suatu kasus tindak pidana.14 

Dalam membuktikan suatu perkara pidana dalam sistem peradilan pidana, unsur 

yang sangat dibutuhkan yaitu adanya saksi. Keberadaan saksi menjadi suatu bahan 

pertimbangan hakim dalam menentukan kebenaran materil bahwa benar telah 

 
 

13 Syahdi Buamona, White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakan Hukum 

Pidana, Madani Legal Review. Vol. 3 Nomor 1, 2019, Dapat diunduh melalui 

https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/343/296, pada tanggal 22 Juli 2023, pukul 

07.28 WIB. 
14 Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya 

Penanggulangan Organized Crime, Bandung, PT. Alumni, 2015, hlm 4. 

https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/343/296
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terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Pada Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempertegas bahwa 

keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti berdasarkan apa yang dia dengar, 

lihat, dan alami sendiri.15 Pada tahun 1970-an, negara yang pertama kali 

mempelopori Peraturan yang mengatur mengenai saksi pelaku yaitu negara 

Amerika Serikat. Alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan ini untuk 

memberikan sanksi kepada para mafia.16 

Perkembangan pengaturan mengenai Justice Collaborator di Indonesia 

bersumber dari beberapa perjanjian internasional yang telah diratifikasi, awal 

mulanya pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) United Nations Convention Against 

Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations 

Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti 

Korupsi 2003) yang menegaskan bahwa : 17 

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate 

cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial 

cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in 

accordance with this convention.” 

(Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan 

dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang 

memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan 

suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini).18 
 

15 Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana LN. 

1981/ No.76, TLN. No.3209. 
16 Ibid., hlm 5. 
17 Pasal 37 ayat (2) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003. 
18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention 

Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) LN.2006/NO.32, TLN 

No. 4620. 
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Pasal 37 ayat (3) UNCAC (United Nations Convention Against Corruption 

(UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against 

Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) 

menegaskan bahwa :19 

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance 

with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from 

prosecution or persecution of an offence established in accordance with this 

Convention.” 

(Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan 

prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari 

penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama yang substansial dalam 

penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan 

konvensi ini). 

 

Makna yang disampaikan kedua pasal tersebut berkaitan dengan perlindungan bagi 

seorang Justice Collaborator namun tidak disebutkan secara langsung istilah dari 

Justice Collaborator. 

Pasal 26 ayat (2) United Nations Convention Against Transnational Organized 

Crime (UNCATOC) yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2009 mengenai konvensi PBB anti kejahatan transnasional terorganisir 20, dimana 

Pasal 2 berbunyi : 

“Each state party shall consider providing for the possibility in appropriate 

cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial 
 
 

 

 
2003 

19 Pasal 37 ayat (3) UNCAC (United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 

 
20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention 

Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak 

Pidana Transnasional yang TerorganisasI) LN. 2009/ NO. 5. TLN NO. 4960. 
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cooperation in the investigation of prosecution of an offence covered by this 

convention.” (Setiap negara wajib mempertimbangkan untuk menyediakan, 

kemungkinan, dalam kasus-kasus yang tepat, untuk mengurangi hukuman bagi 

seorang terdakwa yang memberikan kerja sama yang substansial dalam 

penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang dicakup oleh konvensi ini). 

 

Pasal 26 ayat (3) United Nations Convention Against Transnational Organized 

Crime (UNCATOC) yang berbunyi : 

“Each state party shall consider providing for the possibility, in accordance 

with fundamental principle of its domestic law, of granting immunity from 

prosecution to a person who provides substansial cooperation in the 

investigation or prosecution of an offence covered by this Convention.” (Setiap 

negara wajib mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan sesuai 

dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan 

kekebalan). 

 

Kedua Pasal ini yang menjelaskan bahwa seorang terdakwa yang bekerjasama atau 

seorang Justice Collaborator harus diberikan perlindungan hukum dan dikurangi 

hukumannya sesuai dengan prinsip dasar-dasar hukum. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi Dan Korban. Pada Pasal 10 ayat (2) Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan mengenai saksi dan pelapor 

tindak pidana, dimana seorang saksi yang juga menjadi tersangka jika terbukti 

secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak dapat 
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dibebaskan,21 melainkan hanya diberi keringanan dalam penjatuhan pidananya 

berdasarkan kesaksian yang telah diberikan nya. Namun pada pasal ini Justice 

Collaborator tidak dijelaskan secara langsung melainkan hanya memiliki makna 

dan pengertianya. 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi 

Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice 

Collaborator) dalam perkara tindak pidana tertentu. Perbandingan utama antara 

Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) yaitu pada subjeknya, Pelapor tindak pidana 

merupakan seorang yang mengadukan atau membongkar suatu tindak pidana yang 

terstruktur saat pelapor belum ditetapkan sebagai terdakwa 22, sedangkan pada 

Justice Collaborator kedudukan pelapor sudah menjadi seorang terdakwa dalam 

memberikan keterangan. Pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ini memiliki sifat yang 

tidak mengikat aparat penegak hukum, melainkan hanya untuk acuan aparat 

penegak hukum dalam menetapkan orang tersebut layak menjadi seorang Justice 

Collaborator atau tidak. Namun di dalam peraturan ini ditegaskan kepada tindak 

pidana tertentu, tidak memfokuskan pada suatu tindak pidana. 

 

 

 

 
 

21 Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban LN. 2006/NO.64, TLN 

NO. 4635. 
22 Tomi Hagai Pinem, Rotua Hotmauli Siayung, Nanci Yosepin Simbolon, Ria Sintha Devi, 

Kedudukan Justice Collaborator Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem 

Peradilan Pidana, Jurnal Rectum, Vol. 4 Nomor 1, 2022, Dapat diundah melalui 

https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1726, pada tanggal 25 Juli 2023 

pukul 09.30 WIB. 

https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1726
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Peraturan Bersama Lembaga Penegak Hukum, KPK dan LPSK tentang 

Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, 

dalam peraturan ini substansinya cuka sama dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, 

peraturan ini menjelaskan mengenai definisi Justice Collaborator. Pada peraturan 

bersama ini bersifat tidak mengikat dan hanya sebagai pedoman dan aturan tentang 

Justice Collaborator. 

Jika melihat dari berbagai peraturan yang telah dijelaskan diatas, pengaturan 

mengenai Justice Collaborator belum sangat jelas diatur di Indonesia. Penetapan 

seseorang menjadi Justice Collaborator sangat memerlukan pertimbangan dan 

ketelitian, karena hal itu memiliki dampak hukum terhadap keringanan hukum yang 

akan didapatkan oleh si pelaku, oleh karena itu perlu dasar hukum yang menjadi 

acuan dalam memutuskan seorang tersebut menjadi Justice Collaborator. Lembaga 

legislatif dalam hal ini perlu memikirkan penyempurnaan hukum yang jelas dan 

tegas agar tidak mengalami kekosongan hukum atau vacuum of law mengenai 

Justice Collaborator di Indonesia.23 Dengan menjadi seorang Justice Collaborator 

tentunya banyak sekali resiko yang akan dihadapinya, baik dari kepentingan 

perlindungan seorang Justice Collaborator ataupun dari kepentingan peradilan yang 

dimulai dari proses penyidikan hingga sampai pada proses pemasyarakatan.24 

 
 

23 Ayu Diah Pradnya Swari P.J., Ni Nengah Adiyaryani, Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku 

Yang Bekerjasama Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem 

Peradilan Pidana, Kertha Wicara, Vol. 07 Nomor. 05, 2018, Dapat diunduh melalui 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/44398, pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 11.56 

WIB. 
24 Ibid., hlm 10. 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/44398
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Seorang Justice Collaborator memiliki keberanian yang besar, karena pada 

proses pengungkapan ataupun kesaksiannya terkadang mendapat halangan dari 

teman sesamanya yang melakukan kejahatan. Keterangan yang diberikan berkaitan 

dengan kejahatan yang dilakukan dapat menimbulkan ancaman dan intimidasi oleh 

seseorang yang ikut serta dalam perkara tersebut. Justice Collaborator 

mempermudah tugas dari aparat penegak hukum dalam membongkar kasus 

kejahatan yang terstruktur terkhusus pada kasus tindak pidana korupsi, dimana 

kasus korupsi selalu dilakukan secara bersama-sama dan cukup sulit dalam 

pengungkapanya, dengan demikian jaminan keamanan serta perlindungan patut 

diberikan kepada seorang Justice Collaborator. 

Perlindungan hukum termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempunyai makna negara Indonesia 

memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya. Negara wajib 

melindungi warga negaranya berlaku dimanapun, kapanpun, dan dengan keadaan 

apapun, salah satunya perlindungan hukum bagi seorang saksi pelaku (Justice 

Collaborator). Regulasi yang kuat belum tentu untuk mendorong para saksi untuk 

mengungkap tindak pidana yang tersistematis atau terorganisir, oleh karena itu perlu 

adanya jaminan bagi saksi bahwa hak-haknya harus dijunjung tinggi demi menjaga 

nilai-nilai kemanusian dari seorang saksi terhadap tindak pidana.25 

 

 
25 Ariya Satria, Mulyati Pawennei, Ilham Abbas , Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam 

Tindak Pidana Korupsi, Lex Generalis, Vol. 3 Nomor 5, 2022, Dapat diunduh melalui https://pasca- 

umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/883, pada tanggal 12 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB. 

https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/883
https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/883
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Penelitian ini menggunakan putusan Nomor 65/Pid. Sus-TPK/2021/PN/Plg. 

Terdakwa atas nama Suhandy merupakan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara 

(SSN), PT Kurnia Mulia Gema Abadi, selaku Beneficial Owner CV Era Karya 

Makmur yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Pada bulan oktober tahun 2020 

Suhandy bertemu dengan Eddy Umari selaku Kepala bidang Sumber Daya Air 

Dinas PUPR Musi Banyuasin untuk menanyakan paket proyek yang ada di Musi 

Banyuasin, Eddy Umari menyampaikan bahwa ada beberapa paket proyek yang 

dapat dikerjakan oleh Terdakwa tetapi dengan menyerahkan komitmen fee. 

Terdakwa Suhandy menyetujuinya lalu menyerahkan uang sebanyak tiga kali 

sebagai bagian dari komitmen fee. Setelah melakukan penyerahan uang tersebut 

terdakwa ditetapkan menjadi pemenang lelang atas 4 (empat) paket proyek yang ada 

di Musi Banyuasin. 

Dalam tuntutannya penuntut umum menerangkan terdakwa terbukti melakukan 

tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang- 

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu : 26 

“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 

 

 

 
26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi LN. 2001/ No. 134, TLN NO. 4150 
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penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 

jabatanya, yang bertentangan dengan kewajibannya” 

Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa dalam tuntutannya bahwa 

terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan 

diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Menghukum Terdakwa Suhandy berupa 

pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 150.000.000,- 

(seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Pada proses 

persidangan Terdakwa Suhandy melakukan permohonan sebagai sebagai saksi 

pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator). 

Dalam putusan Pengadilan Nomor 65/Pid. Sus-TPK/2021/PN.Plg hakim 

menyampaikan bahwa terdakwa Suhandy terbukti melakukan tindak pidana korupsi 

secara berlanjut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang- 

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).27 Terdakwa Suhandy 

 

27 Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) 
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dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan, dan denda sebesar Rp. 

150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat jika denda tersebut tidak 

dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 

Menginstruksikan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan dan membebankan 

biaya kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).28 Namun yang 

menarik dari kasus diatas bahwa Majelis Hakim menolak permohonan terdakwa 

Suhandy dalam mengajukan diri sebagai seorang Justice Collaborator berdasarkan 

fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa Suhandy terbukti menjadi 

seorang pelaku utama dalam kasus tersebut, hal ini cukup menarik perhatian penulis 

untuk mengkaji alasan Hakim dalam menolak permohonan status Justice 

Collaborator yang dilakukan oleh Kontraktor Dinas PUPR dalam Tindak Pidana 

Korupsi tersebut. Berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik 

Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak 

pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama di dalam suatu perkara tindak pidana 

tertentu yang hanya memiliki sifat yang tidak mengikat aparat penegak hukum, 

melainkan hanya untuk acuan aparat penegak hukum dalam memastikan apakah 

layak atau tidaknya orang tersebut menjadi seorang Justice Collaborator. 

Berkaca dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) 

dan saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) di dalam perkara tindak 

 
 

28 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus- TPK/2021/PN. 
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pidana tertentu hanya sebagai acuan tetapi bukan sebagai pedoman, namun di dalam 

penulisan skripsi ini penulis lebih fokus membahas Justice Collaborator. Peraturan 

yang mengatur mengenai Justice Collaborator di Indonesia masih belum jelas dan 

tegas, mengingat resiko yang dihadapi oleh seorang Justice Collaborator sangat 

besar di dalam proses pengungkapanya. Sesuai dengan latar belakang yang penulis 

uraikan, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Justice Collaborator dan 

menuliskannya dalam penulisan skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim 

Menolak Permohonan Status Justice Collaborator Kontraktor Dinas PUPR 

Musi Banyuasin Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 

65/Pid.sus-TPK/2021/PN/Plg) 

 

 
B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan 

yaitu: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator dalam Tindak 

Pidana Korupsi ? 

2. Apa alasan pertimbangan hakim menolak permohonan status Justice Collaborator 

Kontraktor Dinas PUPR Musi Banyuasin pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan 

Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian sesuai dengan latar belakang permasalahan dapat diuraikan 

menjadi : 

1. Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Justice 

Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi. 

2. Untuk memahami dan menganalisis alasan pertimbangan hakim menolak 

permohonan status Justice Collaborator Kontraktor Dinas PUPR Musi Banyuasin 

pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.) 

 

 
D. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini, antara lain : 

 
1. Manfaat Teoritis 

 

Manfaat teoritis dalam penulisan ini diharapkan bahwa penelitian ini dapat 

meningkatkan pemikiran dan literatur dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya 

hukum pidana mengenai perlindungan Justice Collaborator di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

 

Penulis mengharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan masyarakat 

mengenai Justice Collaborator serta menjadi pengalaman dan sarana 

pembelajaran penulis dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. 
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E. Ruang Lingkup 

 

Pada penelitian ini telah ditentukan ruang lingkup untuk membatasi 

pembahasan agar terhindar dari meluasnya arah atau menyimpang dan terhindar 

dari kekeliruan. Penulis hanya membahas mengenai perlindungan hukum serta 

pertimbangan hukum hakim menolak status Justice Collaborator dalam tindak 

pidana korupsi oleh kontraktor Dinas PUPR Musi Banyuasin. 

F. Kerangka Teori 

 

Kerangka teori merupakan kerangka berpikir pendapat mengenai satu 

permasalahan yang menjadi sumber perbandingan dan pegangan teoritis dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Teori Perlindungan Hukum 

 

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan hukum tanpa 

disadari. Setiap perbuatan hukum membutuhkan perlindungan hukum atau 

perlindungan dari hukum. Terdapat hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh 

manusia baik ketika berinteraksi antar sesama maupun dengan lingkungannya 

sebagai subyek hukum. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan yang diberikan 

untuk sarana atau instrumen yang mengatur hak dan kewajiban subyek hukum. 

Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek 

hukum. Beberapa pengertian hukum menurut para ahli : 

1. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa suatu usaha untuk menjaga kepentingan 

seseorang melalui hak asasi manusia sehingga dapat bertindak sesuai 
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dengan kepentingan yang ada dapat diartikan sebagai perlindungan 

hukum.29 

2. Menurut Muktie A. Fadjar bahwa perlindungan hukum adalah 

perlindungan yang dilakukan secara hukum, berkaitan dengan hak dan 

kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam 

melakukan interaksi dengan sesama dan dengan lingkungannya.30 

3. Menurut Setiono bahwa perlindungan hukum didefinisikan sebagai usaha 

untuk menghindari masyarakat dari perilaku semena-mena oleh pejabat 

yang melanggar hukum sehingga sebagai manusia dapat hidup dengan 

tertib, tentram dan sesuai dengan martabatnya. 31 

Perlindungan hukum memiliki beberapa unsur-unsur, yaitu : 

 

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. 

 

2. Jaminan kepastian hukum. 

 

3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 

 

4. Sanksi bagi yang melanggar. 

 

Pada negara hukum selalu menggunakan konsep universal dalam perlindungan 

hukumnya. Bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan 

hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Preventif berasal dari Bahasa 

latin yaitu pravenire yang memiliki arti pencegahan atau antisipasi, perlindungan 

 
29 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 54. 
30 C.S.T. Kansil, Op. Cit., hlm 49. 
31 Sutiono, Rule Of Law, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 

Sebelas Maret, 2004, hlm 3. 
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hukum preventif memiliki arti yang sangat luas yang pemerintah yang memiliki 

dasar kebebasan dalam bertindak karena terdapat pada perlindungan preventif 

membuat pemerintah terdesak untuk bersikap cermat pada saat mengambil suatu 

keputusan. Dalam mencegah terjadinya suatu permasalahan atau sengketa 

merupakan sebuah tujuan dari perlindungan hukum preventif. Perlindungan 

preventif dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan. 

Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan hukum yang 

berbentuk denda, penjara, dan hukuman tambahan. 32 Perlindungan hukum represif 

ini diberikan pada saat sudah adanya sebuah pelanggaran, perlindungan hukum 

represif ini merupakan kelanjutan dari perlindungan hukum preventif. Peraturan 

perundang-undangan telah mengatur hukuman dari perlindungan hukum represif. 

Dalam rangka untuk melindungi harkat dan martabat manusia, perlindungan 

hukum di Indonesia bersumber dari Pancasila yang berprinsip sebagai negara 

hukum. 

2. Teori Justice Collaborator 

Keberadaan Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama 

merupakan bentuk pembuktian baru pada sistem hukum di Indonesia. Secara 

etimologis Justice Collaborator berasal dari kata justice yang memiliki arti 

 

 

 

 
 

32 Jesctica Anna, Mengenal Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif, Adjar.id, 

2022, Dapat diakses melalui https://adjar.grid.id/read/543542766/mengenal-bentuk-perlindungan- 

hukum-preventif-dan-represif?page=all, pada tanggal 2 Agustus 2023 pukul 19.21 WIB. 

https://adjar.grid.id/read/543542766/mengenal-bentuk-perlindungan-hukum-preventif-dan-represif?page=all
https://adjar.grid.id/read/543542766/mengenal-bentuk-perlindungan-hukum-preventif-dan-represif?page=all
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keadilan sedangkan collaborator memiliki arti kerjasama.33 Secara terminologis 

Justice Collaborator atau saksi yang bekerjasama diatur pada SEMA Nomor 4 

Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Whistleblower dan Justice Collaborator para 

perkara tertentu, seorang Justice Collaborator mengakui terhadap kejahatan yang 

dilakukannya, akan tetapi dia bukanlah seorang pelaku utama dalam suatu 

kejahatan tersebut dan dapat memberikan petunjuk berupa penjelasan sebagai saksi 

dalam suatu proses peradilan.34 Justice Collaborator di Indonesia memiliki aturan 

hukum yang berasal dari ratifikasi Perjanjian Internasional. Kewajiban dari seorang 

Justice Collaborator cukup besar dalam menyelesaikan suatu perkara, karena 

berkat kerjasamanya dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus 

tindak pidana. Dalam proses pengungkapan tentu saja banyak ancaman yang 

didapatkan dirinya, bahkan keluarganya. Dalam Sistem Peradilan Pidana seorang 

Justice Collaborator dapat diajukan baik dalam proses penyidikan, penuntutan, 

persidangan dan putusan. Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai Justice 

Collaborator, yaitu : 

a. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi 

melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti 

Korupsi. 

 

 

 
 

 

 
hlm 367. 

33 L.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris Indonesia, Sinargrafika, Jakarta, 2003, 

 
34 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower 

dan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) 
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b. United Nations Convention Transnational Organized Crime (UNCATOC) 

yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang 

Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional. 

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. 

d. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung 

RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI. 

e. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak 

Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice 

Collaborator) dalam perkara Tindak Pidana Tertentu. 

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tergolong 

extra ordinary crime, peran seorang Justice Collaborator sangat diperlukan dalam 

pengungkapannya. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan kerugian keuangan 

negara yang terjadi akibat korupsi. Hal yang paling penting dalam keterlibatan 

Justice Collaborator yaitu saksi pelaku adalah orang yang memiliki hubungan dan 

mengetahui asal mula mengenai tindak pidana korupsi tersebut dan mengetahui 

alur dari dana tindak pidana korupsi tersebut.35 

 
35 Yutiara Yunus, Konferensi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional 2013, 

Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum Justice Collaborator, Solusi Akselerasi Pelaporan 

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Direktur Hukum dan HAM dan Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional, hlm 15-16. 
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3. Teori Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim adalah hal yang sangat penting dalam menetapkan suatu 

putusan hakim dimana di dalamnya terkandung keadilan (ex aequo et bono), 

kepastian hukum, dan memuatmanfaat kepada pihak yang berhubungan. Hakim 

harus memiliki sikap teliti, baik, dan cermat, apabila tidak demikian maka dalam 

memutuskan suatu perkara maka putusan yang dibuat akan dibatalkan oleh 

Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman diatur di dalam 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

dimana dijelaskan bahwa hakim memiliki tugas menerima, memeriksa, mengadili, 

serta menyelesaikan suatu perkara yang diberikan kepadanya baik perkara pidana, 

perdata, maupun tata usaha negara.36
 

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim memiliki 2 kategori pertimbangan, 

yaitu pertimbang yuridis dan pertimbangan non yuridis, yaitu : 

1. Pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan hakim yang berdasarkan pada 

fakta-fakta yang ada di dalam persidangan serta telah dimuat dalam 

undang-undang, diantaranya yaitu: 

a) Dakwaan penuntut umum 

 

b) Tuntutan pidana 

 

c) Keterangan saksi 

 

d) Keterangan terdakwa 
 

 
 

36 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/ No. 157, 

TLN NO. 5076. 
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e) Barang bukti 

 

f) Pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana. 

 

2. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan 

terdakwa, keuangan terdakwa, serta hakim harus memperkuat argumen 

yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah bersalah 

melakukan tindak pidana berdasarkan unsur-unsur tindak pidana. 

4. Teori Pemidanaan 

 

Pemidanaan merupakan proses penerapan sanksi pidana yang tercantum sesuai 

dengan peraturan lalu memberikannya pidana setelah melalui proses peradilan hal 

ini merupakan pendapat dari Niniek Suparni.37 Pidana memberikan rasa derita 

terhadap penjatuhan yang diberikan kepada kepada terpidana. Tujuan pemidanaan 

adalah untuk pembalasan, jika memiliki fungsi dimasa yang akan datang, maka 

tujuannya adalah sebagai perbaikan untuk si terpidana. 

Teori pemidanaan semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih 

manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan retribution 

(revenge) atau memiliki tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam, baik 

Masyarakat sendiri, maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. 

Ada berbagai macam teori pemidanaan, namun dapat dikelompokkan melalui 

beberapa teori, sebagai berikut: 

 
37 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2007,  hlm 2. 
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1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien) 

 

Teori absolut dapat diartikan sebagai pondasi dari suatu tindak pidana. Teori 

ini diberikan karena semata-mata karena orang telah melakukan tindak pidana. 

Pidana merupakan suatu tuntutan jika seseorang melakukan kejahatan maka akan 

mendapatkan hukuman. 

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien) 

 

Teori relatif memiliki fungsi untuk menegakkan tata tertib (Hukum) dalam 

masyarakat. Teori ini terdapat dua jenis pencegahan, yaitu pencegahan khusus 

(speciale preventive) diberikan bagi seorang pelaku dan pencegahan umum 

(general preventive) yang ditunjukkan kepada masyarakat. Mencari dasar pidana 

untuk menegakkan ketertiban pada masyarakat merupakan bagian dari teori 

relative. 

3. Teori Gabungan (Vereningings Theorien) 

 

Teori gabungan menurut pendapat Vos yaitu tidak hanya terdiri dari teori 

absolut dan teori relatif akan tetapi ada kelompok ketiga yaitu teori gabungan. 

Teori gabungan memiliki penggabungan pada pembalasan dan ketertiban untuk 

masyarakat. Sifat pembalasan dibutuhkan untuk melindungi ketertiban umum.38 

Teori ini lebih menitikberatkan pada perlindungan masyarakat dibandingkan 

dengan pembalasan. 

 

 

 

 
38 Ibid., hlm 41. 
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G. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam menyelesaikan 

persoalan sampai dengan kesimpulan terkait masalah hukum yang sedang dibahas 

dalam skripsi ini, antara lain : 

1. Jenis Penelitian 

 
Skripsi ini ditulis memakai jenis penelitian yuridis normatif. Kajian hukum ini 

adalah kajian berdasarkan norma hukum yang ada dalam undang-undang dan 

peraturan serta putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam 

masyarakat, dengan mempelajari literatur. atau data sekunder yang menjadi dasar 

penelitian. Dalam penelitian ini memiliki sifat deskriptif dan analitis, yaitu 

tujuannya mengungkap perundang-undangan yang sudah ada sesuai dengan teori 

hukum sebagai pokok bahasan fokus penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan penelitian adalah cara-cara yang digunakan dalam menyelesaikan 

sebuah tulisan, mulai dari perumusan masalah sampai dengan menarik kesimpulan 

yang dibuat. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif, ada dua metode 

pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu : 

a. Pendekatan Perundang-Undangan 

 

Pendekatan perundang-undangan merupakan sebuah metode dengan 

mengkaji perundang-undangan yang berlaku atau peraturan hukum yang 

berlaku. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan 
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diharapkan penulis dapat lebih menelaah dan mempelajari dengan baik 

masalah hukum yang sedang dibahas pada skripsi ini, serta dapat 

menghubungkan dengan regulasi dengan tema hukum yang dibahas. 

b. Pendekatan kasus (case approach) 

 

Pendekatan kasus adalah sebuah metode dengan menganalisis kasus- 

kasus hukum, dapat juga diartikan bahwa digunakan untuk menelaah 

putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus 

memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana aturan atau prinsip hukum 

yang diterapkan dalam praktik hukum. 

3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum 

 

Penulis menggunakan jenis data dan sumber bahan hukum yang didapatkan dari 

bahan ajar literatur, contohnya seperti buku, dokumen, dan lain-lain, diantaranya 

yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, bahan hukum tersebut antara 

lain:: 

a. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari sumber asli 

seperti memiliki sifat mengikat. Dapat ditemukan pada catatan resmi atau 

risalah yang digunakan untuk membuat peraturan perundang-undangan serta 

putusan hakim.39 Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan antara 

lain : 

 

39 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media Group, 2014, 

Jakarta, hlm 181. 
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1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150). 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations 

Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Anti Korupsi 2003) (Lembar Negara 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4620). 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations 

Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang 

Terorganisasi) (Lembar Negara 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4960). 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban (Lembar Negara 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4635). 

6. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana 

(Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) 

dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. 
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7. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 65/Pid. Sus- 

TPK/2021/PN.Plg. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder menjelaskan informasi bahan hukum primer yang 

menguatkan isi dari penelitian tersebut,40 semacam dengan rancangan 

perundang-undangan, segala dokumen yang berisikan data atau hasil analisis 

tentang Justice Collaborator yang dapat berupa majalah, jurnal, dan beraneka 

sumber internet yang memiliki hubungan. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier bermanfaat untuk menunjang bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, Terdapat bahan hukum tersier yang penulis gunakan 

pada penulisan skripsi ini yaitu buku yang memiliki kaitan dengan hukum 

khususnya tentang perlindungan Justice Collaborator pada kasus tindak pidana 

korupsi. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan 

teknik studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip, 

dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai 

permasalahan yang dikaji secara mendalam serta kesimpulan yang akan dibahas. 

Bahan hukum yang dikumpulkan melalui buku-buku, kamus hukum, jurnal, karya 

 

40 Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 29. 
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tulis ilmiah khusus mengenai perlindungan Justice Collaborator, dan peraturan 

perundang-undangan. 

5. Analisis Bahan Hukum 

 

Analisis bahan hukum yang diterapkan dalam proses penelitian ini yaitu teknik 

analisis kualitatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum secara 

mendalam. Dalam mencapai kesimpulan mengenai topik skripsi ini, data dan 

informasi yang penulis kumpulkan terurai dalam kata-kata dan disusun secara 

terstruktur. 41 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Dalam penelitian ini metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan 

adalah analisis dan penalaran logis untuk sampai pada kesimpulannya.42 Biasanya 

dikenal dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan menggunakan 

rasio/penalaran mulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

41 Bambung Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 17. 
42 Bahder Johan, Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 

2008), hlm. 37 
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